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ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

· bahwa semakin maraknya penyalahgunaan minuman keras dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaktentraman dalam kehidupan soasial masyarakat;
· bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum dapat menjangkau pelaku perbuatan-perbuatan penyalahgunaan minuman keras;
· bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9);
· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
· Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
· Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
· Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
· Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
· Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
· Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Dati II Kodya Padang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
· Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3728);
· Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

· Ketentuan Pidana.
STATUS 
:
· Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Diundangkan pada tanggal 18 Mei 2009.
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